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WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 3 TALUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Menimbang :

Mengingat

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif pajak hiburan
terhadap jenis hiburan yaitu tontonan film sebagimana
ketentuan Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2011
tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo
tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 28
Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

Pajak Hiburan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
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Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaranan Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanagn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5S87) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :

Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palopo Nomor 2},

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 28 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. pagelaran kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen)
dari harga tanda masuk;
b. pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, wahana wisata air
(waterpark), seluncur (ice skating), komidi putar, pasar malam,
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hiburan insidental dan pertandingan olahraga, sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga tanda masuk;

c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda

masuk;

d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 10% (sepuluh persen)

dari harga tanda masuk;

e. pacuan kuda, kendaraan bermotor, sebesar 10% (sepuluh persen)

dari harga tanda masuk;
(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain seagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut -

a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pembayaran;

b. panti pijat, refleksi, permainan billyar, boling, golf, sebesar 20% dari
pembayaran;

c. mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), pagelaran
busana, kontes kecantikan, binaraga, sebesar 20% (dua puluh
persen) dari pembayaran,

d. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;

e. diskotik, klab malam, sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pembayaran;

2. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2011 yang
tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan diPalopo
pada tanggal 2 Janddari 2018
WALIKOTA PALOPO,
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Diundangkan di Palopo,
pada tanggal
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

JAMALUDDIN )

BERITA DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN NOMOR



